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PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta 

Lampiran huruf F angka 1 huruf a point 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 

Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai 

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari 

sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan 

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud merupakan 

perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada 

tanggal 7 bulan November tahun 2022, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.5 Tahun 

2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 

Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU 

No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; 

PP No.5 Tahun 2009; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; 

PP No.33 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019 ; PP No.24 Tahun 

2019; PP No.25 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 2021 ; PP No.34 Tahun 2021; Permendagri 

No.52 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.62 Tahun 2017; 

Permendagri No.36 Tahun 2018; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 

Tahun 2019; Permendagri No.18 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; 

Permendagri No.39 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permenkeu 

No.17/PMK.07/2021; Permendagri No.28 Tahun 2021; Permendagri No.59 Tahun 2021; 

Permendagri No.56 Tahun 2022; Permendagri No.81 Tahun 2022; Permendagri No.84 

Tahun 2022; Perda Kota Tanjungpinang No.5 Tahun 2022. 

  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Dearah, Organisasi, Program, 

Kegiatan Besaran Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah 

Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 



Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM); Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD); Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Sinkronisasi 

Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per 

Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan 

Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah dan Aset Lain-Lain; Daftar Dana Cadangan; dan Daftar Pinjaman Daerah. 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022 dan 

ditetapkan tanggal 30 Desember 2022. 


